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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2015 tentang 

pergantian atas Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang 

bersumber dari anggaran pemasukan serta belanja Negeri, yang pada pasal awal menarangkan 

Desa merupakan kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang berwewenang 

mengendalikan serta mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyaraat setempat 

bersumber pada prakarsa warga, hak asal- usul, serta/ ataupun hak tradisional yang diakui 

serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negeri Republik Indonesia. Definisi tersebut pula 

tertuang dalam peraturan Menteri dalam Negara Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan keuangan Dana Desa pada pasal ke satu. Pada poin kedua pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia no 22 Tahun 2015 tentang pergantian atas Peraturan 

Pemerintah no 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran serta 

pemasukan serta belanja Negeri dipaparkan definisi Dana Desa merupakan Dana yang 

bersumber dari anggaran pemasukan serta belanja wilayah Kabupaten/ Kota serta digunakan 

buat membiayai penyelengaraan Pemerintahan, penerapan pembangunan, pembinaan warga, 

pemberdayaan warga, serta definisi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negara 

Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Dana Desa pada Pasal 

ke satu. Dengan demikian, Kepala Desa langsung dibawah pembinaan Bupati/Walikota. 

Kecamatan bukan lagi sebagai yang membawahi  Desa-Desa tapi merupakan wilayah kerja 

Camat. Camat sendiri bukan Kepala wilayah dan penguasa tunggal wilayah nya, tapi hanya 

sebagai perangkat daerah Kabupaten. Jadi, Camat itu hanyalah staf daerah Kabupaten  yang 

mengurusi desa-desa. 
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Desa ialah struktur Pemerintah terkecil yang berfungsi strategis dalam proses 

pembangunan nasional, sebab bersentuhan secara langsung dengan warga. Desa Bagaikan 

Pemerintahan Terendah sudah diatur dalam. Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 pada bab 

1 Pasal 1 yang diartikan desa merupakan adat ataupun yang diucap nama lain, berikutnya 

diucap desa, merupakan kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang 

berwenang buat mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan warga 

setempat bersumber pada prakarsa warga, hak asal usul, serta/ ataupun hak tradisional yang 

diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia 

Undang- undang ini membagikan kewenangan Kepada Kepala Desa buat mengurus rumah 

tangganya diwujudkan dengan tingkatkan kesejahteraan warga Desa serta mutu hidup 

manusia, pembangunan fasilitas prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, dan 

pemanfaatan area Pembangunan desa ialah bagian dari pembangunan nasional serta 

pembangunan desa ini mempunyai makna serta peranan yang berarti dalam menggapai tujuan 

nasional, sebab Desa berserta masyarakatnya ialah basis serta ekonomi, politik, sosial budaya 

serta pertahanan keamanan. Oleh sebab itu dengan anggaran yang banyak sudah tersediakan 

butuh terdapatnya koordinasi dari Pemerintah baik Pusat ataupun Wilayah dan desa bagaikan 

tempat pelaksanaan pembangunan supaya segala program aktivitas tersebut silih mendukung 

serta terlaksana dengan baik cocok dengan rencana, sehingga bisa berdaya guna serta sukses 

guna. 

Rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat mendorong 

peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, serta meningkatkan pendapatan 

desa dan masyarakat Desa melaluhi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Kepala Desa 

adalah pelaksana kebijakan tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah memimpin 

penyelengaraan Pemerintah Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina 
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perekonomian Desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mendamaikan 

perselisihan masyarakat Desa, dan mewakili Desa nya didalam dan diluar pengadilan dan 

dapat menunjuk kuasa hukumnya. Dalam menjalankan tugas dan kewajibanya, Kepala Desa 

bertanggung jawab kepada rakyat melaluhi Badan Perwakilan Desa (BPD), dan 

menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati, sekurang-kurang nya 

sekali dalam satu Tahun. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang tata cara penetapan dan 

prioritas pengunaan  Alokasi Dana Desa/ Kelurahan Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 

2017 Pada BAB IV Pasal 8 Alokasi Dana Desa/Kelurahan diprioritaskan untuk membiayai 

penyelenggarahan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan 

kemasyarakatan. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa yang memiliki peran penting dan senantiasa mendorong masyarakat untuk terlibat 

dalam musyawarah desa agar pembangunan desa yang dilaksanakan dijadikan didapatkan 

secara demokrasi dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pada BAB IV 

Pasal 10. Prioritas pemakaian alokasi Dana Desa/ Kelurahan buat program serta aktivitas 

dibidang Pemberdayaan Warga Desa, dialokasikan buat mendanai aktivitas yang bertujuan 

tingkatkan kapasitas masyarakat ataupun warga desa dalam pengembangan wirausaha, 

kenaikan pemasukan, dan ekspansi skala ekonomi orang masyarakat ataupun kelompok 

warga serta desa, antara lain: : 

a. Kenaikan investasi ekonomi Desa melaluhi pengadaan, pengembangan ataupun 

dorongan alat- alat penciptaan, permodalan serta kenaikan kapasitas melaluhi 

pelatihan serta pemagangan. 
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b. Sokongan aktivitas ekonomi baik yang dibesarkan oleh BUM Desa ataupun BUM 

Desa Bersama, ataupun oleh kelompok serta ataupun lembaga ekonomi warga 

Desa yang lain. 

c. Dorongan kenaikan kapasitas buat program serta aktivitas ketahanan pangan Desa. 

d. Pengorganisasian warga, fasilitasi serta pelatihan paralegal serta dorongan hukum 

warga Desa, tercantum pembuatan kader pemberdayaan warga desa( KPMD) serta 

pengembangan kapasitas Ruang Belajar Warga di Desa( Community Centre). 

e. Promosi serta bimbingan kesehatan warga dan gerakan hidup bersih serta sehat, 

tercantum kenaikan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes serta 

ketersediaan ataupun keberfungsian tenaga kedokteran/ swamedikasi di Desa. 

f. Kenaikan kapasitas kelompok warga buat tenaga keterbarukan serta pelestarian 

area hidup. 

g. Bidang aktivitas pemberdayaan ekonomi yang lain yang cocok dengan analisa 

kebutuhan Desa serta sudah diresmikan dalam musyawarah Desa. 

h. Kenaikan Kapasitas SDM aparatur Desa, lembaga kemasyarakatan, ataupun 

kelompok pemuda. 

  Kecamatan Tanjung Batu ialah salah satu dari 16 kecamatan yang terdapat di 

Kabupaten Ogan Ilir. Kecamatan Tanjung Batu tercipta semenjak terjadinya Kabupaten Ogan 

Komering Ilir dekat 64 tahun yang kemudian, tetapi sebagian dari Kabupaten Ogan Ilir 

Kecamatan Tanjung Batu diresmikan kembali bersumber pada undang- undang No 37 tahun 

2003 tentang pembuatan Kabupaten, Oku Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, serta 

Kabupaten Ogan Ilir, secara geografis Kecamatan Tanjung Batu mempunyai luas daerah 26. 

375 hektar ataupun 263. 75 km2 dibagi kedalam dataran rendah hingga ketingggian 10 m dari 
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permukaan laut, serta rawa- rawa 20 persen. batasan daerah Kecamatan Tanjung Batu 

merupakan: 

  Sebelah utara   :  Kecamatan Indralaya 

  Sebelah Selatan : Kecamatan Payaraman, Lubuk Keliat dan Rantau Alai  

  Sebelah Timur  : Kecamatan Indralaya Selatan dan Tanjung Raja 

  Sebelah Barat  :  Kabupaten Muara Enim 

 Kecamatan Tanjung Batu mempunyai 2 Kelurahan serta 19 Desa Kelurahan Tanjung 

Batu Tanjung Batu Timur, Tanjung Atap, Tanjung Atap Barat, Tanjung Batu Seberang, 

Tanjung Baru Petai, Tanjung Pinang 1, Tanjung Pinang II, Tanjung Laut, Limbang Jaya I, 

Limbang Jaya II, Burai, Pajar Bulan, Senuro Timur, Senuro Barat, Sentul, Seri Bandung, Seri 

Tanjung, Bangun Jaya, Tanjung Tambak, Tanjung Tambak Baru. Kepala desa diharuskan 

menggunakan sumber energi alam, menetapkan kebijakan melaluhi program, aktivitas, serta 

prioritas kebutuhan warga, supaya menggapai perekonomian desa yang baik serta 

kemakmuran warga desa dan melakukan tata Pemerintahan yang akuntabel, transparan, 

handal, efisien serta efesien, bersih, dan leluasa dari kolusi, korupsi serta nepotisme. Dalam 

perihal pengelolaan keuangan desa, bersumber pada Peraturan Menteri Dalam Negara No 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang yakni kepala desa. Dalam 

mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa harus mengantarkan laporan realisasi serta 

laporan pertangung jawaban realisasi penerapan APBDES akhir tahun serta di informasikan 

kepada warga secara tertulis dengan media data yang gampang diakses oleh warga. Dalam 

rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan bermutu.  

Sesi perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Atap Barat 

Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir telah cocok syarat yang berlaku dimana sudah 

dimulai dengan pembuatan regu pelaksana serta proses perencanaan dicoba dengan model 
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partisipan dalam aktivitas musyawarah. Regu pelaksana Dana Desa yang dimaksudkan dalam 

perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku penangung jawab operasional aktivitas( 

PJOK), seketaris Desa Selaku Penanggung Jawab Administrasi Aktivitas( PJAK), bendahara 

desa selaku Kepala Urusan Keuangan( KUK) serta dibantu oleh lembaga Kemasyarakatan 

Desa. Pengelolaan ADD di Desa Tanjung Atap Barat. 

 

Tabel. 1.1 Pengunaan Anggaran Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat 

PENGUNAAN ANGGARAN  ALOKASI DANA DESA (ADD) PEMERINTAH DESA 

TANJUNG ATAP BARAT TAHUN 2016-2018 

 

TAHUN 

 

OPERASIONAL 

HONORIUM  

 

FISIK 

 

NON FISIK 

 

JUMLAH 

 

2016 

 

55.900.000 

 

24.000.000 

 

4.500.000 

 

84.400.000 

 

 

 

( 66,2 % ) 

 

( 28,4% ) 

 

( 5,3% ) 

 

( 100% ) 

 

2017 

 

147.380.000 

 

205.922.000 

 

- 

 

353.302.000 

  

( 41,7% ) 

 

(  58,2% ) 

 

(  0%  ) 

 

( 100% ) 

 

2018 

 

199.200.000 

 

218.956.300 

 

27.922.000 

 

446.078.300 

  

( 44,6% ) 

 

( 49,8% ) 

 

( 6,25% ) 

 

(100%) 
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2019 

 

352.218.000 

 

46.089.800 

 

- 

 

398.245.000 

  

( 88,4% ) 

 

( 11,6% ) 

 

( 0% ) 

 

(  100% ) 

   

Sumber : Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat. 

 Seperti yang dapat dilihat dari tabel, Pada Anggaran Alokasi Dana Desa Pada Tahun 

2017-2019 Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat lebih menfokuskan pembangunan bersifat 

fisik, dibandingkan Non Fisik salah satunya infrastruktur jalan dengan mengalokasikan dana 

di tahun 2016 ( 28,4% ) 2017 mencapai ( 59 %)  dan  (49 %) ditahun 2018, untuk 

penggunaan anggaran Operasional honorium dan Pembangunan Non Fisik mengalami 

Penurunan.   

Desa Tanjung Atap Barat merupakan Desa yang berada di Kecamatan Tanjung Batu 

Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan masyarakat nya memiliki kreatifitas yang tinggi 

banyak kerajinan tangan yang lahir di Desa tersebut seperti kerajinan tikar purun, dan 

alumunium. Kerajinan ini sudah di pasarkan di kabupaten-kabupaten lain seperti Kabupaten 

Ogan Komering Ilir, Lahat, Muara enim, Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Oku Timur, Oku 

Selatan, Empat Lawang, Lubuk Linggau, dan Prabumulih, masyarakat memasarkan produk-

produk kerajinan tikar Purun, dan Aluminium seperti Panci dan Kuali, dengan mengeluarkan 

dana pribadi modal perorangan belum adanya binaan dari Pemerintah Desa setempat 

seharunya dengan harapan saya kedepan Pembangunan Ekonomi kerakyatan berbasis 

pemberdayaan masyarakat seperti Adanya Pengelolaan kerajinan tersebut adanya campur 
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tangan pemerintah sehingga adanya pemasukan bagi pemerintah Desa Tanjung Atap Barat itu 

sendiri yang selama ini lebih mengedepankan pembangunan yang bersifat fisik saja. 

ADD yang dialokasikan untuk desa dinilai masih belum cukup untuk menciptakan 

kesejahteraan masyarakat karena dalam pengelolaanya belum tepat yang dilakukan 

Pemerintah Desa setiap tahunnya, Anggaran yang ternilai cukup besar yang mencapai kisaran 

uang sekitar 100.000.000 - 357.000.000 yang dialokasikan untuk masyarakat desa. 

Sedangkan dalam hal ini  Desa Tanjung Atab Barat berusaha melakukakan pengelolaanya 

dengan mengajak Musdes (Musyawarah Desa)  tetapi temuan saya di lapangan Pemerintah 

Desa Tanjung Atab Barat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 2 tahun terakhir 

hanya menfokuskan kepada Pembangunan fisik saja belum membangun desa secara umum 

seperti Infrastruktur jalan sehingga ini perlu dievaluasi kembali ketepat sasaran dalam 

pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan menurut undang-undang pada pasal 67 ayat (2) 

undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan, bahwa Desa memiliki 

kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa, 

mengembangkan pemerdayaan masyarakat Desa, serta memberikan dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat Desa, dalam hal ini Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat 

belum tepat sasaran, untuk mengoptimalkan sepenuhnya dalam pengelolaan alokasi dana 

desa ( ADD)  untuk menfokuskan pembangunan Non Fisik seperti memperdayakan 

masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan investasi ekonomi desa 

melaluhi pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan 

peningkatan kapasitas melaluhi pelatihan dan pemagangan. dengan potensi Desa yang 

merupakan daerah industri kreatif perlu adanya campur tangan pemerintah Desa untuk 

mengembangkan masyarakat dan industri itu sendiri dengan harapan saya kedepan 

Pemerintah Desa berperan aktip untuk menfokuskan kepada pembangunan masyarakatnya 
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karena selain membantu masyarakat kedepanya dapat menjadi masukan kas Desa kebijakan 

ini merupakan Pembangunan non fisik,  tetapi juga tanpa harus  meninggalkan Pembangunan 

fisik seperti  Pembangunan infrastruktur jalan, siring, sarana olahraga maupun sarana 

kesehatan dll bila kebijakan ADD ini dikelola secara jujur serta baik apalagi cocok dengan 

kebutuhan warga desa tersebut. Hingga hasil Pembangunan bisa sangat berguna serta 

berakibat besar untuk kesejahteraan Warga buat mendukung bermacam aspek kehidupan 

warga. Bersumber pada penjelasan tersebut diatas hingga penulis tertarik buat mangulas lebih 

lanjut menimpa“Evaluasi Kinerja Pemerintah  Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa “ (Studi Di Desa Tanjung Atap Barat kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan I 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Bagaimana Kinerja Pemerintah  Desa  Dalam Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa 

“(Studi  Di Desa Tanjung  Atap  Barat  Kecamatan  Tanjung  Batu  Kabupaten  Ogan Ilir )? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa  Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

“ ( studi Di Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan 

Ilir) 

2. Untuk mengevaluasi kendala-kendala menjalankan Kinerja Pemerintah Desa Dalam 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa “ ( studi Di Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan 

Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir  

1.4 Manfaat Penelitians 

1. Manfaat Teoritis 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi 

pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya terhadap masalah Kinerja 

Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

2. Manfaat Praktis 

 Dengan diadakanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

masukan bagi Kepala Desa Dalam Melakukan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang 

sesuai dengan Kebutuhan Desa Dan bermanfaat bagi masyarakat. 
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